






PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN BINA MUTU

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

1. Utilitas UPI yang meningkat 1. Persentase utilitas UPI yang meningkat (%) 70

2. Tersedianya Rancangan
Standar Nasional Indonesia
(RSNI) hasil KP yang
dirumuskan

2. Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
hasil KP yang disediakan (Produk)

15

3. Terlaksananya sertifikasi
produk KP

3. Produk yang mendapat sertifikat kelayakan
pengolahan (SKP)/ sertifikat Good
Manufacturing Practices (GMP) (Produk)

10.000

4. Tersedianya layanan data dan
informasi publik penguatan
daya saing produk KP

4. Profiling industri pengolahan hasil perikanan
(Data)

3

5. Tersedianya Prasarana Rantai
Dingin dan pengolahan produk
KP

5. Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah
yang dibangun (Unit)

1

6. Tenaga kerja yang terlibat
bidang penguatan daya saing
produk kelautan dan
perikanan

6 Tenaga kerja yang terlibat bidang pengolahan
dan bina mutu produk kelautan dan
perikanan (Orang)

38.159

7. Meningkatnya Nilai Tukar Hasil
Pengolahan

7. Persentase kenaikan nilai NTPHP (%) 0,25

8. Tersedianya prasarana sistem
rantai dingin dan pengolahan
produk kelautan dan
perikanan

8. Pabrik es portable yang dibangun (Unit) 11

9. Tersedianya bantuan
peralatan/sarana pengolahan
produk kelautan dan
perikanan

9. Chest freezer yang disediakan (Unit) 437

10. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan
(Unit)

270

11. Pengadaan sarana pasca panen yang
disediakan (Unit)

9

12. Pengadaan sarana pasca panen (MP
Korporasi) yang disediakan (Unit)

8

13. Terlaksananya fasilitasi dan
pembinaan unit penanganan
dan unit pengolahan hasil
kelautan dan perikanan

13. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil
KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam
rangka peningkatan mutu dan keamanan
pangan (UMKM)

1.800



SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET

14. Unit penanganan dan unit pengolahan hasil
KP Skala Mikro dan Kecil yang dibina dalam
rangka peningkatan ragam dan diversifikasi
produk (UMKM)

875

15. UPI skala menengah besar yang dibina
(Industri)

500

16. Terlaksananya layanan
dukungan manajemen dan
pelaksanaan tugas teknis
lainnya lingkup Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu

16. Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk
pembangunan unit kerja berpredikat menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

75

17. Indeks profesionalitas ASN lingkup Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu (Indeks)

87

18. Penilaian Mandiri SAKIP di lingkungan
Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (Nilai)

84

19. Persentase Penyelesaian temuan BPK lingkup
Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu (%)

﻿100

20. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan
yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja
lingkup Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu
(%)

80

21. Inovasi pelayanan publik yang diterapkan
pada unit kerja Direktorat Pengolahan dan
Bina Mutu (Inovasi)

1

22. Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen pengetahuan yang
terstandar lingkup Direktorat Pengolahan dan
Bina Mutu (%)

94

23. Persentase realisasi anggaran Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu (%)

95

24. Tingkat efektivitas pelaksanaan program
prioritas/strategis lingkup Direktorat
Pengolahan dan Bina Mutu (%)

80






